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 TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan 
bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 
Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Bā‟ B - 
ث Tā‟ T - 
ث Śā‟ Ś S (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح Hā‟ H H (dengan titik di 
bawah) 
خ Khā‟ Kh - 
د Dāl D - 
ذ Żāl Ż Z (dengan titik di atas) 
ر Rā‟ R - 
ز Zai Z - 
ش Sīn S - 
ظ Syīn Sy - 
ص Sād S S (dengan titik di bawah) 
ض Dād D D (dengan titik di 
bawah) 
ط Tā‟ T T (dengan titik di bawah) 
ظ Zā‟ Z Z (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف Fā‟ F - 
ق Qāf Q - 
ك Kāf K - 
ل Lām L - 
م Mīm M - 
ن Nūn N - 
و Wāwu W - 
ه Hā‟ H - 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي Yā‟ Y Y 
 B. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan fokal rangkap atau diftong. 
1.  Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 
  َ --- Fathah a a   
  َ --- Kasrah i i   ر ىُم Munira 
 َُ --- Dammah u u   
 
2.  Vokal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 
ي  َ --- Fathah dan ya ai a dan i   فْي  ك Kaifa 
  َ  و --- Kasrah i i   لْى ه Haula 
 
C. Maddah (vokal panjang) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Fathah + Alif, 
ditulis ā 
Contoh   لا  ض ditulis S
āla 
  َ fathah + Alif 
maksūr ditulis ā 
Contoh ى عْط ي ditulis 
Yas„ā 
  َ Kasrah + Yā‟ 
mati ditulis ī 
Contoh ْدي  ج  م ditulis 
Majīd 
Dammah + Wau 
mati ditulis ū 
Contoh  ُلُْىق ي ditulis 
Yaqūlu 
 
D.Ta‟ Marbūtah 
1.  Bila dimatikan, ditulis : 
تبه Ditulis hib
ah 
تيسج Ditulis jizy
ah 
2.    Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis : 
الله تمعو Ditulis ni„m
atullāh 
 
  
E. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
ةّدع Ditulis „idd
ah 
 
F.  Kata Sandang Alif + Lām 
 Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulus al- 
لجرلا Ditulis al-
rajulu 
صمشلا Ditulis al-
Syams 
 
G.Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
ئيش Ditulis syai‟un 
دخأت Ditulis ta‟khuż
u 
ثرمأ Ditulis umirtu 
 
H. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau 
pengucapan atau penulisannya. 
تىطلا لهأ Ditulis ahlussunnah
 atau ahl al-sunnah 
 
J. Pengecualian 
 Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada: 
a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur‟an 
b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi 
c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir 
d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan 
 
 ABSTRAK 
TINJAUAN TERHADAP SANKSI HUKUM KECELAKAAN KENDARAAN  
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN 
MENURUT HUKUM ISLAM 
Oleh 
SULTAN TIRTA MULYA HABIBIE 
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya berkonsekuensi 
terhadap tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh 
berbagai macam faktor diantaranya kelalaian manusia dalam berkendara yang akibat 
dari kelalaian tersebut terkadang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga 
menimbulkan konsekuensi berupa sanksi hukum bagi pelaku kendaraan. Adapun 
rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang 
sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain ?.dan Bagaimana tinjauan Hukum Positif tentang sanksi hukum terhadap 
kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain”?. Tujuan 
penelitian yaitu untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 
sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. 
   Sumber data primer adalah ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad 
SAW yang berbicara tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan juga Undang-undang Nomor 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sedangkan sumber data 
skunder adalah buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang 
berkenaan dengan judul yang dibahas.  
   Dalam analisis data digunakan analisa komperatif deskriptif yaitu suatu cara 
membandingkan data yang di peroleh dari perpustakaan yang merupakan data 
kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk 
menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu ide. Alat 
pengumpul data yang digunakan adalah observasi, interview  dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan 
kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut tinjauan Hukum 
Islam adalah dengan menerapkan diyat mukhaffafah (pelaku tindak pidana diwajibkan 
membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak 
dikenakan sanksi hukuman qishas) dan kaffarat (membebaskan hamba sahaya 
mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua 
bulan berturut-turut). Kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain menurut tinjauan Hukum Positif diatur dalam Pasal 359 KUHPidana yaitu 
pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat 
juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat 4 yaitu dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).   
 
 
 MOTO 
 
 
 
                                 
                        
 
Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barang siapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat”. (QS. Al-Nisa‟ : 92) 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
  
A. Penegasan Judul 
  Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami arti 
judul skripsi “Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan yang 
Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain menurut Hukum Islam dan Hukum 
Positif”, maka penulis perlu menjelaskan apa yang dimaksud judul tersebut. Adapun 
beberapa kata yang perlu penulis jelaskan, yaitu : 
Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, 
pandangaan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.
1
 
Sanksi hukum terdiri dari dua kata yaitu sanksi dan hukum. Sanksi adalah 
“tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang menepati 
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, 
dsb).
2
 Sedangkan hukum adalah 1). Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah 
atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. 2). Undang-undang, 
peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3). Patokan 
(kaidah, ketentuna) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. 4). 
Keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim (dalam pengadilan)”.3 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa sanksi hukum adalah 
hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk 
                                                 
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1990), h. 951.  
2
Ibid., h. 1224.  
3
Sudarsono, Kamus Hukum,  (Jakarta: AS Mahasatya, 2007), Cet. ke-5, h. 167. 
 perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan 
kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. 
Kecelakaan kendaraan atau kecelakana lalu lintas adalah kejadian di mana 
sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan 
kerusakan yang terkadang mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau 
binatang.
4
 
Hilangnya nyawa adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan “sebagai suatu 
pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven 
tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk 
menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu 
atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain”.5 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama 
Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. 
Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda 
dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia 
dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain 
dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.
6
 
                                                 
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas, Diakses, Maret 2017.  
5
Tim Penyusun, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Sinar Grafika, 
1995), h. 391. 
6
Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007), h. 86.  
 Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak 
tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan 
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
7
 
Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah 
suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami tentang sanksi 
hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
lain dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya juga menyebabkan 
tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh 
kelalaian manusia dalam berkendara yang akibat dari kelalaian tersebut terkadang 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga menimbulkan konsekuensi 
berupa sanksi hukum bagi pelaku kendaraan. Mengetahui lebih jauh dan 
mendalam tentang sanksi hukum tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif 
merupakan hal urgen dan mendesak untuk dilakukan sehingga masyarakat akan 
berhati-hati dalam berkendara. 
2. Dalam penelitian ini penulis memilih judul tentang tinjauan sanksi hukum 
terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain 
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h. 51.  
 menurut hukum islam dan hukum positif karena ada relevansinya dengan jurusan 
penulis yakni Jinayah Siyasah serta tersedianya  literatur yang mendukung. 
  
C. Latar Belakang Masalah 
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan 
dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat 
menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian 
kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu 
saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian sendiri dapat dihindari 
dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari 
bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan 
patuh pada aturan-aturan yang berlaku. 
Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya 
dan kelalaian manusia menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu 
lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada tahun 2015 terjadi 85.756 kasus 
kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 26.623 orang, dengan potensi 
kerugian sosial ekonomi sekitar Rp. 224.2 milyar.
8
 
Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh empat 
faktor. Faktor pertama karena manusia, baik akibat kekurangmampuan manusia 
dalam membawa kendaraan, kelalaian manusia, maupun akibat kesengajaan manusia. 
Faktor kedua yaitu akibat sarana jalan. Faktor ketiga yaitu faktor prasarana yang 
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 belum memenuhi standar pemasangan yang seharusnya. Sedangkan faktor keempat 
adalah faktor alam yang kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
9
 
Salah satu faktor yang paling dominan terjadinya kecelakaan adalah faktor 
manusia. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan 
pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, 
ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang 
diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena 
kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini 
kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai 
kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh 
alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
10
 
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dalam pasal 106 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan 
penuh kosentrasi”. Adapun yang dimaksud dengan penuh kosentrasi dalam 
penjelasan undang-undang tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena 
sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton TV atau vidio yang 
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 terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-
obatan sehingga memegaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.
11
 
Kejadian diawal Tahun 2013, dimana terjadi kecelakaan di tol Jagorawiyang 
melibatkan Rasyid Amrullah putra bungsu Hatta Rajasa, Rasyid mengaku mengantuk 
dan terburu-buru pulang setelah semalaman merayakan hari pergantian tahun baru, 
dalam kejadian tersebut dua orang meninggal dunia. Rasyid hanya divonis lima bulan 
penjara dengan masa percobaan enam bulan. Kasus tersebut didakwa melanggar pasal 
310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman enam tahun penjara. 
Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
pasal 235 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut jika korban meninggal dunia akibat 
kecelakaan lalu lintas sebagaimna dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C 
pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan 
kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman 
dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
12
 
Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya 
meninggal dunia disebutkan dalam pasal 310 ayat (4) bahwa dalam hal kecelakaan 
sebagaimna yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13
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 Menurut hukum pidana, yang temasuk ke dalam alasan penghapusan 
kesalahan atau alsan pemaafan antara lain, daya paksa (overmachrt), pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas (noodweer ekses) dan pelaksanaan perintah jabatan 
tanpa wewenang yang didasari oleh i‟tikad baik.14  
Menghilangkan nyawa seseorang dengan cara sengaja maupun tidak sengaja 
dalamn hukum  Islam disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan 
pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil 
terhadap Habil.  
Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau 
cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, 
menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam arti istilah, pembunuhan 
didefinisikan oleh Wahabah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai 
berikut bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut 
nyawa seseorang. Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan 
adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu 
adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.
15
 
Pembunuhan ada kalanya terjadi karena disengaja oleh pelakunya dan ada 
kalanya terjadi karena tidak sengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan 
pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. 
Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah. Ulama Malikiyah mengklasifikasi 
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 bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu “pembunuhan sengaja dan kekeliruan, 
sedangkan jumhur mengklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, semi 
sengaja dan kekeliruan.
16
 
Sanksi bagi pembunuhan ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman 
pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishas. Bila 
dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. 
Akhirnya jika sanksi qisyas atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya 
adalah ta‟zir. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi‟i, ta‟zir tadi ditambah 
kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak 
waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh 
dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.
17
 
Pembunuhan sengaja sebagaimna dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah 
adalah pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimna perbuatan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban. 
Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja 
adalah sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk 
membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang 
menurut dugaan kuat untuk dapat membunuh (mematikannya).  
Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh 
seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru 
                                                 
16
Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah  (Asas-asas Hukum Pidana), (Jakarta: Pustaka Bani 
Quraisy, 2004), h. 9. 
17
A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-6, h. 135-136. 
 memukulkan pengaris kepada kaki seorang muridnya tiba-tiba muridnya yang 
dipukul meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai 
pembunuhan semi sengaja.
18
 
Adapun Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan semi 
sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada 
galibnya tidak mematikan.
19
 Sementara itu, hukuman pokok pada pembunuhan semi 
sengaja adalah diyat dan kaffarah, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa 
dan ta‟zir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima waris dan 
wasiat.
20
 
Pembunuhan tidak sengaja yang disebabkan oleh kelalaian adalah 
pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya 
maupun objeknya.
21
 Pembunuhan tidak sengaja disebut juga dengan pembunuhan 
karena kesalahan atau kelalaian.
22
 Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak 
mengandung unsur sengaja, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena 
kelalaian dari pelaku. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surat al- Nisa‟ ayat 92 
yaitu : 
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                                  
                              
                                
                               
          
 
:  “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, 
padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan 
hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada 
Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. 
Al-Nisa‟ : 92) 23 
 
Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah kafarat, 
memerdekaan hambah sahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau 
uang kalau hal tersebut dihapus keluarga korban, hukuman penggantinya adalah 
hukuman ta‟zir dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan 
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 dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak 
waris yang bersangkutan.
24
 
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sanksi Hukum terhadap Kecelakaan 
Kendaraan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain menurut Hukum Islam 
dan Hukum Positif”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan 
kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?. 
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan 
kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang sanksi hukum terhadap 
kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
b. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif tentang sanksi hukum terhadap 
kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
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 2. Kegunaan Penlitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari 
teori yang ada terutama ilmu politik Islam pada umumnya dan khususnya 
bagi sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang 
dibidang hukum Islam. 
b. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan 
bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan dan 
menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kecelakaan kendaraan yang 
menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia sehingga keputusan 
yang diambil dapat memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat. 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Karena metode 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat adalah "sebuah rumusan yang 
terdiri dari sejumlah langkah yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu".
25
 
Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
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 Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 
pustaka (library research), yaitu “penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material 
yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, 
majalah, kisah, dokumen dan lain”.26 
Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian 
terhadap tinjauan sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut hukum Islam dan hukum 
Positif. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif yakni "suatu cara 
membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan yang merupakan data 
kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang 
lainnya untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaaan-perbedaan 
terhadap suatu ide".
27
  
Dalam hal ini penulis ingin membandingkan  pandangan hukum Islam 
dan hukum positif tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
2.  Sumber Data  
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 a. Data Primer  
Data primer   yaitu   “suatu  data  yang  diperoleh secara  langsung  
dari   sumber   aslinya”.28 
Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari ayat-
ayat Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang 
sanksi hukum terhadap kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa seseorang dan juga Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 
b. Data Skunder  
Data Skunder adalah  data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan yang aslinya.
29
 
Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 
buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan 
dengan judul yang dibahas. 
c. Data Tersier 
Data Skunder adalah  kumpulan dan kompilasi sumber data primer 
dan sumber data sekunder.
30
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 Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari 
transkrip, internet, katalog perpustakaan, daftar bacaan dan lain-lain yang 
berkenaan dengan judul yang dibahas. 
3. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di 
analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain
31
 : 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dari data yang di 
peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan 
dengan penelitian. 
b. Penandaan data (coding) yaitu di lakukan untuk memberikan catatan atau tanda 
yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya 
dapat di percaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian 
yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang di 
dapatkan dari hasil penelitian. 
c. Sistemasi (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang di peroleh hasil penelitian.   
4. Analisis Data 
Menurut Nasution, analisa data adalah ”proses menyusun, mengkategorikan 
data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya”.32 Dalam 
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 penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun demikian, 
semua analisis data penelitian komperatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data 
dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan 
dengan proses pelaksanaan pengumpulan data”.33  
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data 
melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-
bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan 
dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-
bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu “suatu metode 
pemikiran dengan menarik kesimpulan  dari yang  hal-hal  atau gejala  bersifat  
khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum”.34 
Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan 
mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang sanksi hukum terhadap 
kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara khusus 
kemudian diambil unsur-unsur kesamaannya untuk mendapatkan pemahaman para 
ahli secara umum. 
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  BAB II 
KECELAKAAN LALU LINTAS  
DAN KELALAIAN 
 
G. Kecelakaan Lalu Lintas 
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak 
diharapakan serta ada penyebabnya. Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang 
menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar 
dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab itu dan dengan upaya yang 
preventif lebih lanjut kecelakaan bisa dihindari dan dicegah.  
Menurut Hobbs, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang 
sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, 
cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit 
diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan 
banyaknya pergerakan dari kendaraan.
35
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di 
Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan  kendaraan dengan atau 
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 tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkankorban manusia dan/atau kerugian 
harta benda.
36
 
Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas 
merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak 
diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. sedikitnya 
melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda 
pada pemiliknya (korban). 
 
2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi 
menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya : 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia atau luka berat.
37
 
 
3. Dampak kecelakaan Lalu Lintas 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana 
Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi 
berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu :  
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 a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia 
sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari 
setelah kecelakaan tersebut. 
b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat 
tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 
hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap 
jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan 
tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. 
c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak 
memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
38
 
 
4. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan raya adalah jalan yang dipenuhi dengan alat transportasi darat yang 
saling berpacu untuk mencapai tempat tujuan masing-masing. Setiap kendaraan 
ada kemungkinan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini di Indonesia 
sangat banyak kasus kecelakaan kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, 
truck, angkutan umum, dan lain sebagainya. 
Hobbs, mengelompokkan faktor–faktor penyebab terjadinya kecelakaan 
menjadi tiga, yaitu a. Faktor pemakai jalan (manusia), b. Faktor kendaraan, c. 
Faktor jalan dan lingkungan.
39
 
a. Faktor manusia 
Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominana dalam peristiwa 
kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan ini diawali dengan 
melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak 
sengaja melanggar peraturan, ketidak tahuan atau ketidak sadaran akan arti 
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 aturan yang berlaku ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang 
diberlakukan dalam berkendara. 
Menurut Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena 
ketidakhatihatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam 
pandangan hukum pidana, kelalaian atau lupa terletak antara sengaja dan 
kebetulan. Lupa dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat 
kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.
40
 
Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan 
karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, 
mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, 
bermain hand phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan 
kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.  
Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor dari pengemudi yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya : 
1) Daya konsentrasi kurang baik 
2) Daya reaksi lamban 
3) Sikap mental yang kurang baik 
4) Kelelahan 
5) Mabuk/minum minuman keras 
6) Gangguan emosional 
7) Kelainan fisik 
8) Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas 
9) Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat 
10) Kurang terampil 
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 11) Kesalahan saat mendahului/didahului kendaraan lain. 41 
 
b. Faktor kendaraan 
Kecelakaan lalu lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor 
kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong), pecah ban, kondisi mesin 
yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai 
penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada 
kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang 
digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. 
c. Faktor jalan dan lingkungan 
Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat mempegaruhi tingkat 
kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas 
terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi 
jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari 
bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut. Dan 
diperparah dengan banyak nya angkutan besar seperti truck yang sering 
mengangkut muatan yang melebihi batas. 
Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja 
kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga 
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 mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah 
pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan. 
 
5. Pertanggung Jawaban Perdata Kecelakaan Lalu Lintas 
Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam 
meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk 
mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara 
dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan tetap terjaga dan terjamin. 
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar  dan utama yang 
mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-
undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu 
Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya yang mana Undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang 
yang baru. UU Nomor 14 tahun 1992 ini berlaku selama 18 tahun, kemudian 
regulasi tentang UU lalu lintas diperbaharui pada tahun 2009. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 
yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-
undang ini adalah kelanjutan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat 
 bahwa kelanjutannya merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari 
jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya berjumlah 16 bab dan 74 
pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. 
Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1992 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang yang awal, 
yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, 
transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan 
bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan 
mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat 
penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan 
negara. 
Berbeda dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang 
ini memandang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis 
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 
untuk memajukan kesejahteraan umum. kemudia pada batang tubuh Undang-
undang tersebut di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-
undang ini tercantum dalam pasal 3 LLAJ, diantaranya adalah : 
a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 
bangsa. 
 b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, 
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.42 
 
Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancer yang ditempuh 
melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan, 
kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas 
dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan 
rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. 
Saat ini, penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinilai berjalan tertatih-tatih. Penyebab utama 
yang menghambat kelancaran implementasi Undang-undang ini adalah tidak 
mendukungnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang perlu disediakan 
untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-undang ini adalah struktur 
organisasi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan norma peraturan dan 
budaya dalam masyarakat. 
Tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan ganti 
kerugian, semua kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerusakan barang, atau 
dan mengakibatkan luka-luka berat ataupun kematian, dapat dimintakan 
penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sebagaimana yang terdapat dalam masalah kecelakaan lalu lintas atau 
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 kerugian-kerugian kebendaan lainnya, misalkan tabrakan motor, tabrakan mobil, 
tabrakan bus dan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian sehingga korban 
kecelakaan mengeluarkan biaya baik untuk pengobatan maupun perbaikan-
perbaikan barang-barang yang rusak.  
Pada dasarnya, kecelakaan lalu lintas memang berada dalam lingkup 
masalah pidana. Namun, kecelakaan lalu lintas juga bisa dihubungkan dengan 
KUHPerdata apabila akibat dari kasus kecelakaan tersebut merugikan pihak lain. 
dan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, pertanggung jawaban perdatanya dapat 
dituntut melalui pasal 1365 KUHPerdata. Pasal itu meliputi 4 (empat) unsur yang 
harus dipenuhi agar gugatannya diterima, empat (4) unsur tersebut adalah : 
a. Perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum. 
b. Kerugian. 
c. Kesalahan/kealpaan 
d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 
 
H. Kelalaian menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Kelalaian 
Definisi kelalaian dalam konteks hukum Islam Hukum Pidana Islam sering 
disebut dengan fiqih jinayah. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang 
bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 
43
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 Sedangkan kata jinayat ثاياىجلا meupakan bentuk jama` (prularis) dari kata 
jinayah: تياىجلا , yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata 
jinayah merupakan kata isim dan kata kerjanya adalah Jana ىىج : yang berarti 
berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut يواجلا : 
Jani, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut تيواجلا : 
Janiyah. Dalam kitab al-Tasyri` al-Jinaiy al-Islamy disebutkan bahwa Jinayah 
secara bahasa berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang 
dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah 
adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara‟, baik perbuatan 
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
44
 
Dalam kitab fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata Jinayah 
menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. 
Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan 
harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap 
Agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.
45
 
Sedangkan kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana 
Islam bisa disebut dengan kesalahan (khata‟) yang mana dalam penulisan ini 
penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain 
mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.  
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 Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah mengartikan kata 
khata‟ sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan 
tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi 
sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya  sama seperti seseorang 
melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.
46
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa kealpaan atau 
kelalaian adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya 
maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi 
dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain. 
 
2. Unsur-unsur Kelalaian 
Mengenai unsur-unsur kelalaian atau kealpaan, menurut Amir Hamzah 
bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat/unsur yaitu : 
a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. 
b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.47 
Pendapat lain menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan 
adalah : 
a. Pembuat dapat ”menduga terjadinya” akibat kelakuannya. 
b. Pembuat ”kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa 
bertanggungjawab), dengan kata lain andaikata pembuat delik-delik lebih 
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 berhati-hati, maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan 
atau dilakukannya secara lain.
48
 
 Sedangkan menurut Sudarto, unsur-unsur kelalaian atau disebut juga 
dengan culpa adalah : 
a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya 
dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan 
terjadinya akibat perbuatannya). 
b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat 
perbuatannya. 
c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat 
perbuatannya.
49
 
 
 
3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Kelalaian 
Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena 
manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan 
adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. 
Ibnul Qayyim al Jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, 
hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan 
tersebut adalah : 
a. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya 
sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan 
pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. 
b. Tujuan itu hanya bias diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, 
sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa 
dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan. 
c. Dalam analisa hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang 
melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) 
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 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa sesuai 
dengan bab sebelumnya dalam hukum islam ada bentuk jarimah tidak sengaja, 
yaitu jarimah dimana pelaku tidak.
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Sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan 
tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada 
kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum Islam adalah 
jarimah pembunuhan/al-qatl. Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, 
disebut “qatlu al-„amd”.  
Secara etimologi bahasa Arab, kata qatlu al-„amd tersusun dari dua kata, 
yaitu al-qatlu dan al-„amd. Kata “al-qatlu” artinya “perbuatan yang dapat 
menghilangkan jiwa”, sedangkan kata “al-„amd” artinya “sengaja dan berniat”. 
Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf 
secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, 
dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. 
Untuk pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amd) ialah seorang mukalaf 
bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat 
yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud 
mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan 
cambuk, tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau 
alat yang tidak membunuh secara umumnya. 
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 Sementara untuk pembunuhan karena kesalahan (al qatl al khatha‟) dalam 
pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu : 
a. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan 
kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan 
(error in concrito). 
b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh 
orang lain yangdalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang 
tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata 
kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (error in 
objecto). 
c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 
kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan 
menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati. 
 
Sanksi hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan, sanksinya adalah 
diyat yang ringan dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta‟zir dan 
puasa. Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Diyat (denda)  
Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda 
berat dan denda ringan. 
1) Benda berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor 
unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur 
empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. 
Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan 
pembunuhan semi sengaja. Rasulullah SAW bersabda : 
  ََةي ِّدلا اْوُدَخَأ ُاءاَش ْنِإَو ُهْوُل َت َق اْوُءاَش ْنِإَف ِلْو ُتْقَمْلا ِءاَِيلَْوأ َلَِإ َعِفُد اًد ِّمَع َتُم َلَت َق ْنَم
 ْو َُثلاَثَو ًة َّقِح َنْو َُثلاَث َيِهَو َأَو ًةَعَذَج َن ْوُص اَمَو ًةَفِلَخ َنْوُع َبْر ُْمَلَ َوُه َف ِهْيَلَع اْوُِلِ  
 
Artinya : “Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan 
kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau 
menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat 
tahun, 30 ekor betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 
ekor unta betina yang sudah bunting. (HR. Tirmidzi). 
 
2) Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor 
unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk 
tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta 
betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai 
sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jankga 
tiga tahun.
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b. Ta‟zir  
Karena pembunuhan ta‟zir merupakan hukuman sebagai pelajaran 
terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kifarat. Para 
ulama berpendapat tentang ketentuan ta‟zir dalam sanksi dalam pembunuhan, 
diantaranya : Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasus 
pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah di dera (jilid) seratus 
kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah 
sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli H.A dalam fiqih Jinayat. 
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 Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena 
kesalahan (kelalaian) adalah diyat. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat 
merupakan hukuman pengganti (uqubah badaliyah) dari hukuman mati yang 
merupakan hukuman asli (uqubah ashliyah) dengan syarat adanya pemberian 
maaf dari keluarganya. 
Dalam al-Qur‟an, anggota badan semua anggota tubuh ada qishashnya. 
Hal ini selaras dengan firman-Nya dalam al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 45 
yaitu : 
                        
                         
                          
 
Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka 
luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) 
nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 
(QS. Al-Maidah: 45).
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 I. Kelalaian menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Kelalaian 
Kealpaan berasal dari kata dasar “alpa” yang berawalan “ke” dan 
berakhiran “an” yang berarti kurang mengindahkan (memperhatikan), kurang 
ingat-ingat, lalai (akan kewajiban), dan sebagainya. Dengan demikian, bila ditinjau 
dari segi bahasa kealpaan berarti kelalaian atau kelengahan.
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Kelalaian ini dapat diartikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu 
perbuatan dan perbuatan itu menyebabkan adanya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, meskipun perbuatan itu dilakukan 
secara tidak sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak 
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundang, atau pelaku tidak berbuat 
sama sekali. Unsur terpenting dalam culpa atau kelalaian ini adalah pelaku 
memiliki kesadaran atau pengetahuan dimana pelaku seharusnya dapat 
memperkirakan akan adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, atau dengan 
kata lain pelaku dapat menduga bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu 
akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. 
Apabila seseorang itu mengakui bahwa kelalaiannya itu akan beresiko 
tinggi, dalam artian perbuatannya itu memungkinkan terjadinya akibat-akibat 
tertentu, tetapi tetap saja dilakukan, maka hal tersebut termasuk kealpaan yang 
disadari. Hal tersebut juga berlaku pada kasuskasus kecelakaan lalu lintas yang 
banyak terjadi di Negara Indonesia. Oleh karenanya, masalah kealpaan itu hanya 
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 dibatasi pada “karena kurang hati-hati dan terjadi secara tidak sengaja lalu 
menimbulkan akibat-akibat tertentu (apakah ini sadar atau tidak) dan delik-delik 
penting. Dan yang menjadi persoalan adalah kelapaan tersebut mengakibatkan 
matinya orang lain atau mengakibatkan luka-luka baik ringan maupun berat. 
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2. Bentuk-bentuk Kelalaian 
Kelalaian dilihat dari segi kesadaran si pembuat, terbagi menjadi menjadi 
dua macam, yaitu : 
i.  Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) 
Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat 
yang   menyertai perbuatannya. Walaupun ia telah berusaha untuk melakukan 
pencegahan agar tidak timbul akibat itu. Hal tersebut juga berlaku pada kasus-
kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Indonesia. 
ii. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) 
Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat 
yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau 
memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.
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 3. Unsur-unsur Kelalaian 
Dalam hukum pidana unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang ada di luar diri pelaku tindak pidana dan unsur objektif 
ini meliputi : 
a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu 
ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), 
menganiaya (Pasal 351 KUHP) 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 
material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain 
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus 
bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 
dalam perumusan. 
 
Sedangkan unsur subjektif meliputi hal-hal berikut ini : 
a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan 
(Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), 
pembunuhan (Pasal 338) 
b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan 
(Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-
lain. 
c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging 
(Pasal 53 KUHP) 
d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 
KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 
lain-lain 
e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat 
dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri 
(Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 
KUHP). 
 
Adapun unsur-unsur culpa menurut Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, 
diataranya adalah : 
 a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya 
dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan 
terjadinya akibat perbuatannya) 
b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat 
perbuatannya 
c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat 
perbuatannya.
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Mengacu pada berbagai pendapat diatas mengenai unsur-unsur kelalaian, 
hal yang paling pokok adalah kurang adanya kehati-hatian serta kurang 
memperhatikan terhadap akibat yang akan timbul dari perbutannya. 
 
4. Sanksi Pidana bagi Pelaku Kelalaian  
Untuk membahas anacaman pidana menurut undang-undang yang telah 
ditatapkan, sebelumnya perlu memperhatikan kutipan yang termasuk dalam 
perundang-undangan lalu lintas. 
a. Pemberian sanksi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk 
melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau 
meresahkan masyarakat. 
b. Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan 
tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lebih 
ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang 
merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. 
c. Ketentuan pidana dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan 
pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak dan ketentuan pidana 
penjara paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang 
menentukan keputusan minimal atau maksimumnya. 
 
Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang 
dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, Pasal 275, Pasal 277, Pasal 
310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan sanksi bagi pelaku kelalaian berkendara 
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 yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 1, 2,3, dan 4. 
Pasal 310 (1), (2),(3),(4) yaitu  : 
a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan 
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah).
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  BAB III 
 
SANKSI HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Sanksi Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Sanksi Hukum 
Sanksi dalam istilah Arab disebut juga dengan denda adalah gharamah. 
Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta‟zir. Ta‟zir menurut 
bahasa adalah ta‟dib, artinya memberi pelajaran. Ta‟zir juga diartikan dengan 
ar-raddu wal man‟u, yang artinya menolak dan mencegah.58 At-ta‟zir adalah 
larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman 
yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan 
kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak 
Sadangkan pengertian ta‟zir menurut istilah, sebagai mana 
dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu : 
Ta‟zir hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan 
bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan 
tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk 
maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan 
perbuatan yang dilarang, yang semuanya iti tidak termasuk dalam kategori 
hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa 
gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta 
perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak 
pribadi .
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 Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa sanksi atau ta‟zir adalah 
suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya 
belum ditetapkan oleh syara‟. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami 
bahwa jarimah ta‟zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak 
dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari 
jarimah ta‟zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat 
adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan 
yang diharamkan (dilarang).  
 
2. Dasar Hukum Pemberian Sanksi 
Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur‟an, maupun Hadis. 
Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan 
manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan 
menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha 
mengamankan dengan berbgai ketentuan baik berdasarkan al- Qur‟an, Hadis, 
maupun berbagai ketentuan ulil amri. Semua itu pada hakikatnya dalam 
menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan yang dapat 
membahayakan manusia itu sendiri.
60
  
Adapun dasar-dasar pemberian hukuman atau sanski adalah sebagai 
berikut : 
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 a. Surat Shad ayat 26 : 
                               
                          
       
 
Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) 
diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan”.  
 
b. Surat An-Nisa ayat 135 : 
                           
                                
                     
 
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu 
memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. 
 Surat An-Nisa ayat 58 
                         
                           
 
Artinya : Sesungguhya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 
kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 
 
 
3. Macam-macam Sanksi  Hukum 
Sanki hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak 
pidananya, antara lain : 
61
 
a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-
Qur‟an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat, dan kafarat. 
Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, 
pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya. Adapun penjelasan dari 
macam-macam sanksi hukum hudud, qishas, diyat, dan kafarat adalah : 
a. Hudud 
Hudud adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan 
bentuk jama‟ (plural) dari kata had yang asal artinya pembatas antara 
dua benda. Dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu 
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 dengan yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata had 
berarti al-man‟u (pencegah), sehingga dikatakan hudud Allah adalah 
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan atau 
dilarang untuk dilanggar.
62
 
b. Qishash 
Qishash adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan 
pembunuhan melukai merusakan anggota badan atau menghilangkan 
manfaatnya, sesuai pelangarannya.
63
 Qishash dibagi menjadi dua 
macam yaitu : 
1) Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. 
2) Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana 
melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat 
anggota badan. 
c. Diyat  
Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan 
pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Diyat tersebut 
terdapat pada tindak pidana yang mengharuskan qishash di dalamnya, 
juga pada tindak pidana yang tidak terdapat qishash di dalamnya.
64
 
Diyat terbagi kedalam dua macam yaitu : 
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 1) Diyat mughalladzah (denda yang berat) yaitu di sebabkan karna 
membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja. 
2) Diyat mukhaffafah (diyat ringan) yaitu di sebabkan karna 
pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja. 
d. Kaffarat 
Kaffarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan–
perbuatanyang telah ditentukan oleh syari‟at Islam karena melakukan 
kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan Allah SWT.
65
 Adapun 
macam–macam kifarat adalah : 
1) Kaffarat karena pembunuhan 
2) Kaffarat karena melanggar sumpah 
3) Kaffarat karena membunuh binatang buruan pada waktu 
melaksanakan ihram 
4) Kaffarat karena zhihar 
5) Kaffarat karena melakukan hubungan intim suami isteri di siang 
hari 
 
2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman 
ta‟zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan 
amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas. 
b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 
lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 
1) Hukuman pokok (al-„uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang menempati 
tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi 
pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhshan.  
                                                 
65
Ibid., h. 165.  
 2) Hukuman pengganti (al-„uqubah al-badaliyah), yaitu hukuman yang 
menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat 
dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyatatau denda 
bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnyaoleh keluarga korban 
atau hukuman ta‟zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang 
berupa had tidak dapat dilaksanakan. 
3) Hukuman tambahan (al-„uqubat al-taba‟iyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti 
terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta 
terbunuh. 
4) Hukuman pelengkap (al-„uqubat al-takmiliyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, 
seperti mengalungkan tengan pencuri yang telah dipotong di lehernya. 
Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. 
c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, 
maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat 
menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had 
2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, 
dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada 
terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta‟zir 
 d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, 
yaitu : 
1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, 
seperti hukuman jilid. 
2) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati 
3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman 
penjara atau pengasingan. 
4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti 
diyat, denda dan perampasan. 
Hukuman pada jarimah dibagi menjadi tiga bagian yaitu jinayat, 
janhah dan mukhalafah. Untuk masing-masingnya dikenakan tersendiri. Untuk 
jarimah jinayat dikenakan hukuman mati, atau kerja berat seumur hidup atau 
sementara atau kawalan. Untuk jarimah janhah dikenakan hukuman kawalan, 
atau diletakkan dibawah pengawasan atau denda. Untuk jarimah mukhalafah 
dikenakan hukuman kawalan atau denda. Perbedaan antara hukuman kawalan 
pada janhah dan mukhalafah tidak lebih dari tujuh hari, sedangkan pada janhah 
mencapi tiga tahun. 
Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya 
oleh syara‟ dinamakan dengan jarimah ta‟zir.  Jarimah ta‟zir juga dapat dipahami 
bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan 
tidak pula kaffarat. Menurut istilah, ta‟zir bermakna, al-ta‟dib (pendidikan) dan 
at-tankil (pengekangan). Sanksi ta‟zir disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. 
 Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan 
sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai 
sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. 
Dalam bukunya, Imam Mawardi menjelaskan pengertian ta‟zir ialah 
menjatuhkan ta‟zir (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak 
terdapat hudud. Ta‟zir ini berbeda menurut kondisi ta‟zir itu sendiri dan kondisi 
pelakunya. Disatu sisi ta‟zir sesuai dengan hudud yaitu sama-sama memperbaiki 
dan melarang. Disisi lain ta‟zir berbeda dengan hudud yaitu pada dosa yang 
dilakukan pelakunya.
66
 
 
4. Syarat-syarat Pemberian Hukuman  (Sanksi) 
Dalam memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak kejahatan, 
syarat-syarat yang harud dipenuhi adalah sebagai berikut : 
a.  Hukuman harus ada dasarnya dari syara‟ 
Hukum dianggap mempunyai dasar (syari‟iyah) apabila ia didasarkan 
pada sumber-sumber syara‟, seperti Al-Qur‟an, As-Sunnah, Ijma‟ atau 
Undang-undang yang ditetapkan di lembaga yang berwenang. Dalam hal 
hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka  disyaratkan tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara‟, apabila bertentangan maka 
ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan 
tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar 
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 pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut 
lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan. 
b. Hukuman harus bersifat pribadi (perseorangan) 
Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan, 
artinya bahwa hukuman harus dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak 
pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini 
merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam 
dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. 
c.  Hukuman harus berlaku umum 
Hukuman harus bersifat umum, karena seluruh pelaku pidana 
dihadapan hakim sama derajatnya, tanpa membedakan apa dia kaya atau 
miskin dan rakyat biasa atau penguasa. Apabila rakyat biasa dalam tindak 
pidana pembunuhan dikenakan hukuman qishas maka penguasa yang 
melakukan pembunuhan juga harus dikenakan qishas. Namun demikian, 
prinsip persamaan hukuman secara sempurna hanya dapat diberlakukan 
dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan perlukaan.
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5. Tujuan Hukuman (Sanksi) 
Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam 
adalah pencegahan (ar-radu waz zahru), perbaikan dan pengajaran (al-ishlah 
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 wat-tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah diharapkan tidak 
mengulangi perbuatannya lagi.
68
 Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu : 
a. Pencegahan 
Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak 
mengulangi perbuatan jarimahnya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan 
jarimah tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain 
selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan jarimah. Sebab dengan begitu ia 
bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan 
dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.
69
 
b. Perbaikan dan Pengajaran  
Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku 
jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. 
Sedangkan tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami beberapa 
fase, fase-fase tersebut adalah : 
1) Fase balasan perseorangan (vengeance-privee: al-intiqamul-fardi)  
Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan yang 
bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari 
penyerangan dan atas dasar naluri hendak membalas orang yang 
menyerangnya. 
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 2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum (vengeance divine: al-intiqamul 
Illahi)  
Yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat 
harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang 
yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru 
perbuatannya. 
3) Fase Kemanusiaan (humanitaire: al-ashrul insani)  
Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang 
dalam mendidik dan memperbaiki diri seseorang yang berbuat mulai 
dipakai hal ini dimaksudkan agar bagi pelaku kejahatan mendapatkan efek 
jera atas tindakan yang pernah dilakukan. 
4) Fase Keilmuan (scientifique: al-ashrul-„ilmi) 
Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga 
pikiran, yaitu hukuman mempunyai tujuan dan tugas ilmiah, macam masa 
dan bentuk hukuman aturan-aturan abstrak yang mengharuskan 
diberlakukannya pembuat-pembuat jarimah dalam tingkatan dan keadaan 
yang sama. 
 
B. Sanksi Hukum Pidana Positif 
1. Pengertian Sanksi Hukum 
Seorang filosof Yunani, Aristoteles dalam R. Soeroso, mengatakan bahwa 
manusia adalah zoon politicon, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup 
 bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah 
masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain.
70
  
Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat 
langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan 
bermasyarakat antaramanusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. 
Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat 
bertentangan/berlawanan. 
Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan 
kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang 
mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang 
bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (rust en orde). Ketentuan-
ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang 
berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti 
tertib sosial.
71
 
Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya 
terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “alkas”, 
bahasa Jerman disebut sebagai “recht”, bahasa Yunani yaitu “ius”, sedangkan 
dalam bahasa Prancis disebut “droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang 
kurang lebih sama, yaitu hukum merupakanpaksaan, mengatur dan memerintah.
72
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 Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya 
“Pengantar Ilmu Hukum”, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan 
petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib 
dalam sesuatu masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh anggota masyarakat itu. 
Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari 
pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.
73
 
Menurut P. Borst sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso, hukum adalah 
keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat 
yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata 
kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan 
artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman 
terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.
74
 
Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum 
berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu 
memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, 
terdapat larangan-larangan.Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat 
menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa 
tertib itu akan bereaksi terhadapperistiwa-peristiwa tertentu karena dianggap 
merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan 
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 cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan 
paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. 
Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati 
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, 
dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada 
suatu negara; hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan 
yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau 
anugerah yang ditentukan dalam hukum.
75
 
Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku 
manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial 
mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa 
memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib 
sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan 
imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, 
namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. 
Menurut Hans Kelsen dalam Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. 
Manullang, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah 
laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma 
selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, 
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 dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah 
laku sosial tertentu.
76
 Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk 
menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal 
tersebut. Setiap norma dapat dikatakan legal apabila dilekati sanksi, walaupun 
norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. 
 
2. Macam-macam Sanksi Hukum 
a. Sanksi Pidana 
Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 
dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun 
dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah 
satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana 
dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.  
Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli 
dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas 
delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 
pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang).
77
 Hukum pidana 
menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam 
prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. 
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 Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau 
perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti 
bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam 
pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan 
seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah 
tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat 
perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-
undang. 
Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-
undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP 
mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, 
dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat 
mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya 
Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman pidana diatur 
dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : 
1) Pidana Pokok, yang terbagi atas : 
a) Pidana Mati; 
b) Pidana Penjara; 
c) Pidana Kurungan; 
d) Pidana denda; 
e) Pidana Tutupan. 
 2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas : 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim.78 
b. Sanksi Perdata 
Hukumperdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga 
negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, 
perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-
tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat 
berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi(kewajiban) dan atau hilangnya 
suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. 
Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa : 
1) Putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan 
hukum dan menciptakan hukum baru,contohnya adalah putusan perceraian 
suatu ikatan perkawinan; 
2) Putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak 
yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah 
putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu; 
3) 3.Putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu 
keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu 
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 keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah 
atas penggugat atas kepemilikan yang sah.
79
 
c. Sanksi Administratif 
Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku 
administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga 
terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu 
sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau 
administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan 
melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang 
memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Sanksi 
dalam hukum administrasi yaitu alat kekekuasaan yang bersifat hukum 
publikyang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas 
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum 
administrasi negara.
80
  
Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum 
administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum 
publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai 
reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). 
Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu 
sebagai berikut :  
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 1) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi 
semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, 
dwangsom ; 
2) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman 
pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif; 
3) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 
diterbitkan.
81
 
Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat 
dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada 
perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si 
pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi 
dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah 
reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu 
perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan 
penegakan hukumnya.  
Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa 
harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat 
dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan. 
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 d. Sanksi Pidana Administratif  
Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum 
administratif menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Kapita Selekta 
Hukum Pidana” mengemukakan bahwa,hukum administrasi merupakan 
seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk 
undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan 
untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari 
lembaga yang bersangkutan.
82
  
Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi 
dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran 
hukum administrasi.  
Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur 
atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam 
melaksanakan kekuasaaan mengatur/pengaturan (regulatory powers), maka 
hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) 
pengaturanatau hukum pidana dari aturan-aturan (ordnungstrafrecht atau 
ordeningstrafrecht). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada 
yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal 
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 pula istilah verwaltungsstrafrecht (verwaltung berarti administrasi atau 
pemerintahan) dan bestuursstrafrecht (bestuur berarti pemerintahan).
83
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa hukum pidana  
administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan  
menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau 
melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi 
merupakan bentuk fungsionalisasi  perasionalisasi/instrumentalisasi hukum  
pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi  
seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak 
pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi. 
e. Sanksi Adat 
 Menurut Soerjono Soekanto Hukum Adat yaitu : “keseluruhan adat (yang 
tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan 
kelaziman yang mempunyai akibat hukum”.84 Selain itu terdapat beberapa pengertian 
yang dikemukakan oleh para pakar Hukum-hukum Adat dan Perdata yaitu :  
a. Menurut Soepomo Hukum Adat adalah : “Hukum non-statutair yang sebagian 
besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun 
melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-
asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara hukum adat berurat 
berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, 
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 karena itu menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan 
fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang 
seperti hidup itu sendiri.
85
  
b. Surojo Wignjodipoero berpendapat : “Hukum Adat adalah suatu kompleks 
norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat selalu berkembang serta 
meliputi peraturan-peraturan tingkah laku bahwa manusia dalam kehidupan sehari-
hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati 
oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum”.86  
c. Ter Haar memformulasikan : “Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam 
pelaksanaannya begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam 
kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali”.87 
d. Subekti menyatakan : “Hukum Adat yaitu hukum yang sejak dahulu kala 
berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi 
hidup dalam tindakan rakyat mengenai segala soal didalam kehidupan kita dalam 
masyarakat”.88  
Berdasarkan pendapat para pakar hukum di atas menunjukkan Hukum Adat 
itu hakikatnya merupakan kaidah hukum kebiasaan yang mengatur dan mengikat 
tingkah laku manusia dalam proses interaksi sosialnya.  
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 3. Tujuan Pemberian Sanksi Hukum 
Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. 
Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-
alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang 
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van 
gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak 
pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana 
serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya 
sebagai roh. 
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 
tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas 
dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan 
mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori  
tentang pemidanaan yang ada.
89
 
Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana 
sepakat  bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan 
(subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Wirjono 
Prodjodikoro yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan 
mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan 
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 bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.
90
 Pendapat ini dapat digolongkan sebagai 
bentuk negativisme, dimana  para ahli yang sependapat dengan Wirjono 
Prodjodikoro tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi 
hak mutlak dari Tuhan. 
Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk 
penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan 
hukum agama menganggap negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. 
Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-
konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama 
tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme 
(walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak 
dipraktekkan pada banyak negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi 
pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada negara kita 
dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum 
nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada negara-negara lainya. 
Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum 
terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau 
penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :
91
 
a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) 
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 Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada 
kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar 
hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap 
orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu 
menimbulkan penderitaan bagi si korban. 
b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) 
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan 
adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran 
ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya 
teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf) 
c. Vereningings theorieen (teori gabungan) 
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat 
memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut 
ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan 
itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu 
diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.  
 BAB IV 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
C. Sanksi Hukum terhadap Kecelakaan Kendaraan yang Mengakibatkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain menurut Hukum Islam 
 
Pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja merupakan perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak 
mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan 
pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari‟at, seperti memanah binatang buruan 
atau satu target tertentu, namun ternyata secara  tidak sengaja anak panahnya 
mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan 
hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena 
kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 
Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu  hukuman pokok, 
hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah 
qishas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. 
Jika sanksi qishas  dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta‟zir. 
Menurut Imam Syafi‟i, ta‟zir tadi ditambah kaffarat. Hukuman tamabahan yang 
berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat. 
Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami 
luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan 
 secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan 
hukuman yaitu : 
1.  Tidak ada qishas (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). 
Allah SWT berfirman : 
                                 
                              
                             
                               
                
 
Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar 
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali 
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari 
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya 
yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka 
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk 
penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  (QS. An Nisa‟: 92) 
 
Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qishas diantara 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang 
menyebabkan qishas hanyalah pembunuhan yang disengaja („amd).  
 2. Kewajiban membayar diyat 
Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah 
dan kaffarat. Adapun pengertian diyat adalah  harta yang diwajibkan atas 
kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. 
Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa diyat dikhususkan sebagai 
pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran diyat itu 
terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. 
Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut „irsy.  Dasar disyari‟atkannya diyat 
tercantum dalam al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 92 yaitu “Dan tidak layak bagi 
seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah 
(tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh orang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya ( si terbunuh itu), 
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah…..” 
Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta, tapi jika unta sulit 
ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti 
emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan 
unta. 
Menurut kesepakatan para ulama, diyat yang wajib adalah 100 ekor unta 
bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi 
pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000. dirham bagi pemilik 
perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian. 
 Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat mughalladzah 
dan diyat mukhaffafah. Diyat mughalladzah itu adalah diyat yang berlaku pada 
pembunuhan sengaja yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan harus 
dibayar secara kontan, dan komposisi diyat mughalladzah adalah 100 ekor unta 
yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun) 
b. 30 ekor unta jad‟ah (unta berumur 5 tahun) 
c. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung) 
Adapun diyat mukhaffafah itu adalah diyat yang berlaku pada 
pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja yang dibebankan 
kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan cara diangsur selama 
kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, perinciannya sebagai 
berikut : 
a. 20 ekor unta bintu ma‟khad (unta betina berumur 2 tahun) 
b. 20 ekor unta ibnu ma‟khad (unta jantan berumur 2 tahun) 
c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun) 
d. 20 ekor unta hiqqah dan, 
e. 20 ekor unta jadz‟ah. 
Jika tidak ada unta , maka pembayaran diyat bisa dengan cara 
digantikan dengan uang yang senilai dengan harga unta tersebut. Adapun 
harga seekor unta untuk tahun ini mencapai 3.000 riyal atau di rupiahkan 
 sekitar Rp.10.500.000 yang usia 2-3 tahun, dengan demikian diyat 
mukhaffafah akan naik menjadi 300.000 riyal untuk 100 ekor unta atau setara 
dengan Rp.1.050.000.000 harga unta dapat berubah sewaktu-waktu. 
3. Kewajiban membayar kaffarat 
Kewajiban membayar kaffarat yaitu dengan membebaskan hamba sahaya 
mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama 
dua bulan berturut-turut.  Allah berfirman  dalam surat an Nisa ayat 92 yaitu :  
…   ه ِّم ٗت بۡى ت  هۡي  ع با ت تُم  هۡي  رۡه  ش ُما ي  ص ف ۡد  ج ي ۡمَّل ه  م فٱ ه ل … 
Artinya :,…“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada 
Allah…” (QS. An Nisa: 92) 
Kaffarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut 
pendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal 
sebanyak dua orang, maka pelaku harus membebaskan 2 (dua) budak mukmin, 
atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Sementara sebagian ulama 
berpendapat cukup satu kaffarat saja.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi untuk kasus 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan 
meninggal dunia yang penulis bahas saat ini adalah diyat mukhaffafah dan 
kaffarat. Maksud dan tujuan adanya pembayaran diyat dan kaffarat terhadap 
pelaku tindak pidana kealpaan ini adalah : 
 a. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban 
agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qishas. 
b. Adanya kewajiban melaksanakan kaffarat, yaitu maka hendaknya ia berpuasa 
dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah. 
 
D. Sanksi Hukum terhadap Kecelakaan Kendaraan yang Mengakibatkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain menurut Hukum Positif 
 
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah suatu peristiwa di 
jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna 
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Terjadinya 
kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah 
bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Macam-macam 
faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian 
antara lain :                                                        
1. Faktor manusia  
Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua 
kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. 
Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti 
aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula 
pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal 
dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga 
bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam 
 keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol, ugal-
ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan 
kegunaan dari sabuk pengaman sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan 
lalu lintas.  
2. Faktor kendaraan  
Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas 
adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :  
a. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan 
lepas kontrol dan sulit untuk  diperlambat. Apalagi pada mobil dengan 
transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. 
Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum 
bepergian.  
b. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan 
oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. 
Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas.  
3. Faktor jalan  
Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. 
Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan 
kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi 
jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang 
 gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang 
menimbulkan kecelakaan. 
4. Faktor lingkungan  
Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat 
mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai 
kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang 
berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. 
Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga 
menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua 
dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan 
pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang 
tebal dapat mengelabuhi mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena 
jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan 
lalu lintas.  
  Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling 
menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan 
pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan  pengemudi tersebut  
tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.  
Pasal 229 Undang-undang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) menggolongkan macam-
macam kecelakaan yaitu sebagai berikut :  
1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :  
a. Kecelakaan lalu lintas ringan;  
 b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau  
c. Kecelakaan lalu lintas berat.  
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.  
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang.  
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka 
berat.  
  Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan 
oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan 
dan/atau lingkungan. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak 
mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan 
membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu 
persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari 
sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang 
ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. 
  Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak 
adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi 
kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan 
bahwa  orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur 
 kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku 
II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361. Sanksi pidana bagi 
pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam 
Pasal 359 KUHPidana, yakni “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan 
matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana kurungan paling lama satu tahun”.  
  Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan 
yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut 
memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk 
kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku 
menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.  
  Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat 
disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan 
kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana   memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, 
diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (4) dalam hal kecelakaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
 banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 311 
(UULLAJ) yaitu : 
1. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara 
atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah)  
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).  
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaiman dimaksud dalam 
Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah)  
 5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang 
lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah). 
Selain dengan berlakunya Hukum Pidana , berlaku juga Hukum Adat di 
tengah masyarakat yang penyelesaiannya diselesaikan dengan secara kekeluargaan, 
Hukum Adat masih menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan kasus 
kecelakaan kendaraan. 
Penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas yang diawali dengan penetapan 
Hukum Adat yang berlaku di setiap daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 
meringankan tanpa menghapuskan penerapan sanksi pidana yang dikategorikan 
sebagai kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Apalagi, jika dicermati keputusan mengenakan 
denda adat dalam kasus-kasus tindak pidana lalu lintas sebenarnya hanya berada 
dalam lingkup tuntutan yang berkenaan dengan bantuan kepada ahli waris korban 
berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, ataupun kerugian atas 
kerusakan barang, kematian hewan dan benda-benda lainnya milik korban.  
Oleh karena itu, sepanjang penerapan sanksi Hukum Adat itu benar-benar 
ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, maka 
menurut pendapat penulis nilai ini sudah diakui secara informal (pengakuan 
sosiologis) serta bersinergi dengan ketentuan Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 240 UU 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan kata 
 lain, apabila kewajiban Pengemudi, Pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum 
yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah terpenuhi menurut kesepakatan 
Hukum Adat, maka tidak perlu lagi dituntut secara perdata berdasarkan Pasal Pasal 
235, Pasal 236 dan Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ). Meskipun demikian, tetap juga perlu dikritisi jika penerapan 
sanksi denda Hukum Adat ini mengarah ke perbuatan pemerasan, diskriminatif, 
anarkisme, dan berbagai bentuk pemaksaan kehendak lainnya, yang justru 
bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban, keadilan, kepatutan, moral, dan tata 
kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pengaturannya dalam konteks amanah Pasal 18 B UUD 1945 
yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 
Sering pula ditemui dalam beberapa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu 
tabrak lari. Tabrak lari pada umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa 
pelaku dalam hal ini pengemudi kendaraan meninggalkan korban kecelakaan lalu 
lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi 
kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkitan jalan yaitu :  
1. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib : a. 
Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya b. Memberikan pertolongan 
 kepada korban; c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdekat; dan d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian 
kecelakaan.  
2. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.  
Dengan demikian pengemudi kendaraan karena keadaan memaksa tidak dapat 
menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika 
terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa 
situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri 
pengemudi kendaraan, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi 
kendaraan yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Kealpaan pengemudi 
kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu 
waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.  
Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman 
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Dalam 
penerapan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka semua unsur Pasal 
359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan 
disidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini 
 bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum 
pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hal ini pengemudi kendaraan.  
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi 
hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Khusus terhadap tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas, dengan adanya ketentuan Pasal 183 ini, maka semakin mudah 
saja untuk menuntut pelakunya. Oleh karena itu untuk dapat memidana tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini 
mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya 
kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus 
tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat 
memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.  
Secara yuridis, kita mengetahui dimana Pasal 359 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana ancaman hukuman maksimal selama-lamanya lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun, telah mendorong para pengemudi kendaraan untuk 
tidak takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
kematian, sehingga banyak terjadi kecelakaan dalam beberapa dekade terakhir. 
Dengan demikian, tanggung jawab pidana  pengemudi kendaraan yang mengkibatkan 
kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah paling lama 
 lima tahun penjara atau  kurungan paling lama satu tahun, apabila perbuatan tersebut 
memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 
359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni: barang siapa, karena kealpaannya, 
menyebabkan matinya orang lain, terbukti di sidang pengadilan. An caman hukuman 
paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun dalam Pasal 359 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sangat mengecewakan masyarakat apalagi 
keluarga korban, karena hakim sering menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap 
terdakwa, seperti misalnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara satu tahun, 
sehingga terdakwa tidak menjadi jera dan para pengemudi kendaraan lainpun tidak 
menjadi takut dan tidak lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga 
masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Seperti 
kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian 
sampai diperiksa ditingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pengemudi kendaraan 
dihukum delapan bulan penjara. Hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat 
apalagi keluarga korban, karena hukuman yang dijalani sebenarnya tidak sebanding 
dengan perbuatannya dan derita yang dialami keluarga korban seumur hidup. Padahal 
secara yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian 
dalam Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima 
tahun atau kurungan paling lama satu tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan akan menimbulkan tekanan psikologis 
kepada para pengemudi kendaraan lainnya agar takut melakukan tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas.    
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut 
tinjauan hukum Islam adalah dengan menerapkan diyat mukhaffafah (pelaku 
tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku 
tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qishas) dan kaffarat 
(membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka 
penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut). 
2. Kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menurut 
tinjauan hukum positif diatur dalam Pasal 359 KUHPidana yaitu pidana penjara 
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga 
diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat 4 yaitu 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan juga bisa dikenakan 
Hukum Adat yang berlaku atau secara kekeluargaan. 
 
 
 
 
 B. Saran-saran 
Adapun beberapa saran membangun dan konstruktif yang ingin disampaikan 
adalah sebagai berikut : 
1. Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan 
pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 
KUHPidana juga Pasal 310 Undang-undang Nomor 29 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan agar pelaku menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai 
kendaraan.  
2. Dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan 
datang, maka untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
kematian sebaiknya diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara 
maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainya berupa pencabutan SIM 
(larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan 
perbuatannya.  
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